SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 525.5/Kep.210-Hukham /2020

TENTANG

LAHAN CADANGAN PEMAKAMAN KHUSUS PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa dalam upaya penanggulangan Coronavirus
Disease (Covid-19), Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat membutuhkan tanah untuk keperluan tempat
pemakaman;

bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
memiliki/menguasai barang milik daerah berupa
tanah yang terletak di beberapa lokasi, yang
memenuhi syarat untuk dijadikan tempat
pemakaman;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lahan
Cadangan Pemakaman Khusus Provinsi Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang
Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan
Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanganan Wabah Penyakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014
tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/104 /2020 tentang Penetapan
Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai
Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan
Upaya Penanggulangannya;
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13. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan
Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah
Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang
Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat
Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di
Indonesia;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14
tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 242);

16. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443 /Kep.189-
Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu
Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Coronavirus
Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Lahan cadangan pemakaman khusus Provinsi Jawa Barat
terletak di:

a. Desa Ciherang Kecamatan Nagrek Kabupaten
Bandung;

b. Pemakaman Panti Lansia di Taman Sari Pasir Eurih
Ciapus Kabupaten Bogor;

c. Pemakaman Panti Lansia di Dusun Cente Kelurahan
Teluk Jambe Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten
Karawang; dan

d. Pemakaman Panti Lansia di Desa Cibunar Kecamatan
Tarogong Kabupaten Garut.

Pembiayaan untuk pengelolaan Lahan Cadangan
Pemakaman Khusus Provinsi Jawa Barat sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Barat.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 April 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,
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MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



